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BUPATI BLORA 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI BLORA 

NOMOR   22     TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 16 TAHUN 2017 

TENTANG PERATURAN TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN 

DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN 

SERTA MONITORING DAN EVALUASI  BANTUAN SOSIAL YANG 

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN BLORA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BLORA, 

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 

Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, maka beberapa 

ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 16 

Tahun 2017 tentang Peraturan Tata Cara 

Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, 

Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta 

Monitoring Dan Evaluasi  Bantuan Sosial Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah Kabupaten Blora perlu diubah dan 

disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Blora Nomor 16 Tahun 2017 

tentang Peraturan Tata Cara Penganggaran, 

Pelaksanaan Dan Penatausahaan, 

Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta 

Monitoring Dan Evaluasi  Bantuan Sosial Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah Kabupaten Blora; 
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Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 

tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang 

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 

Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O17 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2O13 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 541); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 

2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 

2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Blora Nomor 2); 

11. Peraturan Bupati Blora Nomor 16 Tahun 2017 

tentang Peraturan Tata Cara Penganggaran, 

Pelaksanaan Dan Penatausahaan, 

Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta 

Monitoring Dan Evaluasi  Bantuan Sosial Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten 

Blora Tahun 2017 Nomor 16);  
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 16 TAHUN 2017 

TENTANG PERATURAN TATA CARA PENGANGGARAN, 

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, 

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA 

MONITORING DAN EVALUASI  BANTUAN SOSIAL 

YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 16 Tahun 2017 

tentang Peraturan Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan 

Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring 

Dan Evaluasi  Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora 

Tahun 2017 Nomor 16) diubah sebagai berikut: 

1.  Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) 

disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b), dan ditambah 1 

(satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: 

  

Pasal 6 

(1) Bantuan Sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari 

Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang 

direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan. 

(2) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga 

yang sudah jelas nama penerima, alamat penerima dan 

besarannya pada saat penyusunan APBD. 

(2a)  Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) berdasarkan:  

a. usulan dari calon penerima; dan/atau  

b. usulan kepala Perangkat Daerah. 

(2b) Jumlah pagu usulan kepala Perangkat Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2a) huruf b paling tinggi 50% (lima puluh 

persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari 

calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) huruf a. 
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(3) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialokasikan untuk 

kebutuhan akibat Risiko Sosial yang tidak dapat diperkirakan 

pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda 

penanganannya akan menimbulkan Risiko Sosial yang lebih 

besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. 

(4) Pagu alokasi Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan 

sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak 

melebihi pagu alokasi Bantuan Sosial yang direncanakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

 

2.  Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 

15A yang berbunyi sebagai berikut: 

 Pasal 15A 

(1) Kepala Perangkat Daerah dapat menyampaikan usulan 

pemberian bantuan sosial  yang direncanakan berupa uang bagi 

individu dan/atau keluarga  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

6 ayat (1). 

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara 

tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui 

TAPD dilengkapi dengan dokumen atau data pendukung yang 

relevan. 

(3) TAPD memberikan pertimbangan atas usulan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan 

Keuangan Daerah. 

 

3.  Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi 

sebagai berikut: 

 Pasal 16 

(1) Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (8), pertimbangan TAPD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (9), usulan Kepala 

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat 

(1) dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

15A ayat (3) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran 

Bantuan Sosial dalam rancangan KUA dan PPAS. 

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), meliputi anggaran Bantuan Sosial berupa uang 

dan/atau barang 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Blora. 

 

Ditetapkan di Blora 

pada tanggal  2 Juli 2018 

BUPATI BLORA, 

Cap ttd. 

DJOKO NUGROHO 

 

Diundangkan di Blora 

pada tanggal 2 Juli 2018 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, 

Cap ttd. 

BONDAN SOEKARNO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2018 NOMOR 22 

 

Sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora 

 
 
 
 

A. KAIDAR ALI, SH. MH. 

NIP. 19610103 198608 1 001 

 


